[ SALINAN ]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang :bahwa untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ponorogo, maka
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2013 tentang Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ponorogo perlu diubah
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat

0 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind ones ia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 314);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan
Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008
Nomor 9);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas, Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 29);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2013 tentang Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG UNIT
LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2013
tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 47), diubah sebagai berikut:
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Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) ULP merupakan unit organisasi pemerintah non struktural yang bersifat
permanen berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatannya, ULP dibawah koordinasi Sekretaris
Daerah.

Ketentuan dalam Pasal 9 huruf ¢ dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Susunan Organisasi ULP terdiri atas :
a. Kepala ULP;

b. Sekretariat ULP;

c. Dihapus;

d. Pokja ULP.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sekretariat ULP dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala ULP.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu Staf
Sekretariat ULP dan Staf Pendukung Sekretariat ULP yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Ketentuan Judul pada Bagian Ketiga diubah, sehingga Bagian Ketiga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan Kepala ULP, Sekretariat ULP dan Pokja ULP

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Tugas dan Kewenangan Kepala ULP se bagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf a, sebagai berikut:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
menyusun program kerja dan anggaran ULP;

oo

mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan,;

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada Bupati;

f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
ULP;
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g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam
Pokja ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;

h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Bupati apabila
terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan dan/atau KKN; dan

i. mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau
pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/
Staf Pendukung Sekretariat ULP sesual dengan kebutuhan.

(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan
bertugas sebagai anggota Pokja ULP sepanjang memenuhi persyaratan
menjadi anggota Pokja ULP.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga
Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP dapat dipertimbangkan
untuk:
a. jenjang karier sesuai peraturan yang berlaku;

b. menerima honorarium yang besarannya disesuaikan dengan
standarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan dalam Pasal 22 huruf a dihapus dan Pasal 22 huruf d diubah,
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Hubungan kerja ULP dengan SKPD meliputi:
a. Dihapus;
b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan

dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses
pengadaan barang/jasa;

c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa;

d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang diberikan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,
TTD.
MASKUR



Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 21-12-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 61.

Ponorogo, 05 0CT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

j

CATUR NERTIYAWAN, S.H.

NIP. 19 4&(07 199303 1 008
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